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BUPATI ASMAT 
PROVINSI PAPUA 

 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASMAT 

NOMOR  3  TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI ASMAT, 
 

Menimbang  : a.  bahwa  untuk   melaksanakan   ketentuan   Pasal   317  
ayat  (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, Bupati Wajib mengajukan Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh 

persetujuan bersama; 
 

b. bahwa Rancangan Peraturan   Daerah tentang  Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan 
merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan dalam 

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon 

Anggaran yang disepakati bersama antara Pemerintah 

Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 
 

c. bahwa    berdasarkan   pertimbangan   sebagaimana   
dimaksud pada huruf  a  dan  huruf  b,  maka perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2021. 

 

Mengingat  : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan 

Republik Indonesia Tahun 1945 ; 
 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan 

Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2907); 

 
3. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 

Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6697); 

 

5. Undang – Undang    Nomor   26   Tahun   2002    tentang    
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 

Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan 
Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4245); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 
 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
10. Undang  -  Undang  Nomor  33 Tahun 2004 tentang  

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

12. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
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13. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

 

14. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 
15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan Atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 48, 
Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005  
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 

171, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005, Nomor 137, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 
 

22. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali  dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 

Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6224); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

 

 
 

27. Peraturan Pemerintah…./5 

 



-5- 

 
27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539); 
 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5556), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang 

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 
 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

 
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

 
31. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2018 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 
 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Desiase 2019 

(Covid-19), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 91); 

 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

kepada Aparatur Sipil Negara, Pensiunan, Penerima 

Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108); 

 

36. Peraturan Presiden…./6 
 



-6- 

 
36. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 130); 

 
37. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 
 

38. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan 
Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

60); 
 

39. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94); 

 

40. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 

Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 309); 
 

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran 
dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 

Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 

Intensif dan Operasional; 
 

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 15); 
 

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah   (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 
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44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Idonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 
 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka   Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 
 

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
 

48. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 
dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19; 

 

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, 

Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun 
Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19); 
 

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 

tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada 

Tahun Anggaran 2020; 
 

51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 
 

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781 ; 
 

53. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung 
penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-
19) dan dampaknya sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung 
penanganan pandemi corona virus disease 2019 (COVID-
19) dan dampaknya;  
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54. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang 

Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 
 

55. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 

tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang 
Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan 

dalam rangka Pencegahan dan/atau Penanganan Corona 

Virus Desease (Covid-19); 
 

56. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri 

Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 
177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 

dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 

Perekonomian Nasional; 

 
57. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran 

Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
 

58. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 8 Tahun 2013 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Asmat Tahun 2005 – 2025 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat 
Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2005 – 

2025; 
 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 3 Tahun 2016 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran  Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016 Nomor 

3); 
 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Asmat Tahun 2016 – 2021 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Asmat Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asmat 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2016-

2021; 
 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Asmat Nomor 1 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Asmat (Lembaran Daerah Kabupaten Asmat Tahun 2017 

Nomor 1). 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ASMAT 
dan 

BUPATI ASMAT 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2021 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Asmat. 
2. Bupati adalah Bupati Asmat. 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD, 

adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah. 
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan peraturan daerah. 

5. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dari pemerintah 

daerah, baik berbentuk uang, barang atau jasa yang dapat diberikan 
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik 

negara/badan usaha milik daerah, badan atau lembaga, dan organisasi 

masyarakat yang berbadan hukum yang dilakukan secara efektif sesuai 
dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan 

daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan 

urusan pilihan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam 
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. 

6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang atau dari 

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, 

yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. 

7. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam 
bentuk uang antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi 

kesenjangan fiskal antar daerah diwilayah tertentu dalam rangka 

meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yangbersifat umum 
maupun yang bersifat khusus. 

8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak 

biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana 
alam dan bencana sosial ataukeperluan yang dapat diperlukan dalam 

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahdaerah yang tidak 

diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. 
 
 

Pasal 2 

 
APBD Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021, semula sebesar 

Rp.1.500.379.840.037,- bertambah sebesar Rp.51.433.028.587,- sehingga 

menjadi Rp.1.551.812.868.624,- dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Pendapatan Daerah          
a. Semula      Rp. 1.500.379.840.037 

b. Berkurang                   (Rp.      56.168.156.341)  

Jumlah Pendapatan Daerah setelah 
Perubahan      Rp. 1.444.211.683.696  

  

2. Belanja Daerah          

a. Semula      Rp. 1.500.379.840.037 
b. Bertambah             (Rp.      51.433.028.587) 

Jumlah Belanja Daerah setelah 

Perubahan      Rp. 1.551.812.868.624 
 

3. Pembiayaan Daerah          

a. Penerimaan Pembiayaan 
    1) Semula     Rp.                            0 

    2) Bertambah             (Rp.    107.601.184.928) 

    Jumlah penerimaan pembiayaan setelah 
    Perubahan     Rp.   107.601.184.928 

 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

    1) Semula     Rp.                            0 
    2) Bertambah             Rp.                            0 

    Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah 

    Perubahan     Rp.                            0 
    Jumlah pembiayaan neto setelah 

    Perubahan     Rp.   107.601.184.928 

Selisih lebih pembiayaan anggaran setelah 
Perubahan      Rp.   107.601.184.928 

 

 
 

Pasal 3 

 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
bersumber dari : 

a. Pendapatan asli; 

1) Semula      Rp.      52.508.308.799 
2) Berkurang             (Rp.           127.633.618) 

Jumlah pendapatan asli daerah setelah 

Perubahan      Rp.     52.508.308.799 
 

b. Pendapatan transfer 

1) Semula      Rp. 1.423.468.531.238 

2) Berkurang            (Rp.      53.816.750.723) 
Jumlah pendapatan transfer setelah 

Perubahan      Rp. 1.369.651.780.515 

 
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

1) Semula      Rp.      24.403.000.000 

2) Berkurang             (Rp.        2.223.772.000) 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah 

Perubahan      Rp.      22.179.228.000 
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Pasal 4 
 

(1) Anggaran  pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 

3 huruf a bersumber dari :  
a. Pajak daerah; 

1) Semula      Rp.        5.400.228.562 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                            0 

Jumlah pajak daerah setelah 
Perubahan      Rp.        5.400.228.562 

 

b.  Retribusi daerah; 
1) Semula      Rp.        8.823.926.870 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                            0 

Jumlah retribusi daerah setelah 
Perubahan      Rp.        8.823.926.870 

 

d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; 
1) Semula      Rp.        4.000.000.000 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                            0 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan  

Setelah Perubahan    Rp.        4.000.000.000 
 

e. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; 

1) Semula      Rp.      34.284.153.367 
2) Berkurang                     (Rp.           127.633.618) 

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

Setelah Perubahan    Rp.      34.156.519.749 
 

(2) Pendapatan transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3 huruf  b  

bersumber dari : 
a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat. 

1) Semula      Rp. 1.300.731.720.000 

2) Berkurang                     (Rp.      28.441.837.000) 

Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat 
Setelah Perubahan    Rp. 1.272.289.883.000 

 

b.  Pendapatan transfer antar daerah. 
1) Semula      Rp.    122.736.811.238 

2) Berkurang                     (Rp.      25.374.913.723) 

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah 
Setelah Perubahan    Rp.      97.361.897.515 

 

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf b, bersumber dari : 

a.  Pendapatan hibah 

1) Semula      Rp.        1.000.000.000 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                            0 

Jumlah Pendapatan hibah 

Setelah Perubahan    Rp.        1.000.000.000 

 
b.  Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

 Peraturan Perundang-Undangan 

1) Semula      Rp.      23.403.000.000 
2) Berkurang                     (Rp.        2.223.772.000) 

 Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan 

 Peraturan Perundang-Undangan  
Setelah Perubahan    Rp.      21.179.228.000 
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Pasal 5 
 

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, teridri atas : 

a. Belanja operasional; 
1) Semula      Rp.   919.159.842.757 

2) Bertambah     (Rp.     63.938.258.558) 

Jumlah belanja operasi 

Setelah Perubahan    Rp.    983.098.101.315 
 

b. Belanja modal; 

1) Semula      Rp.   226.325.695.916 
2) Berkurang             (Rp.       7.255.762.671) 

Jumlah belanja modal 

Setelah Perubahan    Rp.    219.069.933.245 
 

c. Belanja tidak terduga  

1) Semula      Rp.     11.176.586.849 
2) Berkurang            (Rp.       2.550.000.000) 

Jumlah belanja tidak terduga 

Setelah Perubahan    Rp.       8.626.586.849 

 
d. Belanja transfer. 

1) Semula      Rp.   343.717.714.515 

2) Berkurang             (Rp.       2.699.467.300) 
Jumlah belanja transfer 

Setelah Perubahan    Rp.   341.018.247.215 

 
 

Pasal 6 

 
(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 

a  terdiri atas : 

a. Belanja pegawai; 
1) Semula      Rp.   390.055.809.617 

2) Berkurang             (Rp.       1.334.339.240) 

Jumlah belanja pegawai 
Setelah Perubahan    Rp.    388.721.470.377 

 

b. Belanja barang dan jasa 
1) Semula      Rp.   427.016.603.304 

2) Bertambah     (Rp.     48.900.982.508) 

Jumlah belanja barang dan jasa 

Setelah Perubahan    Rp.    475.917.585.812 
 

c. Belanja bunga 

1) Semula      Rp.                            0 
2) Bertambah/Berkurang   Rp.                            0 

Jumlah belanja bunga 

Setelah Perubahan    Rp.                            0 
 

d. Belanja subsidi 

1) Semula      Rp.                            0 
2) Bertambah/Berkurang   (Rp.        2.500.000.000) 

Jumlah belanja subsidi 

Setelah Perubahan    Rp.       2.500.000.000 
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e. Belanja hibah 
1) Semula      Rp.     49.229.758.839 

2) Bertambah     (Rp.       7.193.049.755) 

Jumlah belanja hibah 
Setelah Perubahan    Rp.     56.782.119.504 

 

f. Belanja bantuan sosial. 

1) Semula      Rp.     52.857.670.997 
2) Bertambah     (Rp.       6.319.254.625) 

Jumlah belanja sosial 

Setelah Perubahan    Rp.     59.176.925.622 
 

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas: 

 a.  Belanja modal tanah; 
1) Semula      Rp           500.000.000 

2) Bertambah     (Rp.       1.000.000.000) 

Jumlah belanja modal tanah 
Setelah Perubahan    Rp.        1.500.000.000 

 

b. Belanja modal peralatan dan mesin 

1) Semula      Rp.     47.387.877.897 
2) Berkurang             (Rp.       2.745.106.219) 

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin 

Setelah Perubahan    Rp.      44.642.771.678 
 

c.  Belanja modal gedung dan bangunan 

1) Semula      Rp      60.290.220.714 
2) Bertambah     (Rp.     10.053.677.040) 

 

d.  Jumlah belanja modal gedung dan bangunan 
Setelah Perubahan    Rp.      70.343.897.754 

 

e. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 

1) Semula      Rp.   118.049.161.305 
2) Berkurang             (Rp.     15.564.333.492) 

Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi 

Setelah Perubahan    Rp.   102.484.827.813 
 

f. Belanja modal aset tetap lainnya 

1) Semula      Rp.            98.436.000 
2) Bertambah/(berkurang)           Rp.                            0 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya 

Setelah Perubahan    Rp.            98.436.000 
 

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c 

terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu : 
a. Semula      Rp.   11.176.586.849 

b. (Berkurang)              (Rp.     2.550.000.000) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah  

Perubahan      Rp.      8.626.586.849 
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(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d teridri  

atas : 
a.  Belanja bagi hasil 

1) Semula      Rp.                            0 

2) Bertambah/Berkurang   Rp.                            0 
Jumlah belanja bagi hasil 

Setelah Perubahan    Rp.                            0 

 

b. Belanja bantuan keuangan 
1) Semula      Rp.    343.717.714.515 

2) Berkurang                             (Rp.        2.699.467.300) 

Jumlah belanja modal aset tetap lainnya 
Setelah Perubahan    Rp.  341.018.247.215 

 

 
Pasal 7 

 

Anggaran  pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri 
atas : 

a.  Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula      Rp.                            0 

2) Bertambah     Rp.   107.601.184.928 
Jumlah penerimaan pembiayaan 

Setelah Perubahan    Rp.  107.601.184.928 

 
c. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula      Rp.                            0 

2) Bertambah/(berkurang)           Rp.                            0 
Jumlah pengeluaran pembiayaan 

Setelah Perubahan    Rp.                            0 

 
 

Pasal 8 

 

(1) Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf a, berasal dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

sebesar Rp.   107.601.184.928 

(2) Pengeluaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
huruf b, diproyeksikan Nihil. 

 

 
Pasal 9 

 

(1)  Dalam   keadaan   darurat   termasuk   keperluan   mendesak, Pemerintah 
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya 

dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan 

daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asmat Tahun Anggaran 2021, 

dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan 

perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, 

dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan 
dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(2)  Keadaan   darurat   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1) meliputi : 

a.  Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 
luar biasa; 
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b.  Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c.  Kerusakan   sarana/prasarana   yang   dapat   mengganggu kegiatan 
pelayanan publik. 

(3)   Keperluan  mendesak  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi : 

a.  Kebutuhan    daerah    dalam    rangka    pelayanan    dasar 
masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 

berjalan; 

b.  Belanja  daerah  yang  bersifat  mengikat  dan  belanja  yang bersifat 

wajib; 
c.  Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah  

dan  tidak  dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau pengeluaran  daerah  lainnya  yang  
apabila  ditunda  akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

 
 

Pasal 10 

 
Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud   dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 

ini terdiri dari :  
a. Lampiran I Ringkasan  Perubahan APBD  yang  diklasifikasi  menurut 

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. Lampiran II Ringkasan  Perubahan APBD  yang  Diklasifikasi Menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis     
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV   Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah,   Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan 
Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam      

Kerangka      Pengelolaan Keuangan Negara; 
f. Lampiran VI   Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 

g. Lampiran VII  Sinkronisasi   Program   pada   RPJMD   dengan 

Rancangan Perubahan APBD; 
h. Lampiran VIII Sinkronisasi    Program,    Kegiatan    dan   Sub Kegiatan 

pada   RKPD   dan   PPAS   dengan Rancangan Perubahan APBD; 

i. Lampiran IX    Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan PerJabatan; 
j. Lampiran X   Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

k. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 
 

 
 

Pasal 11 
 

 Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal 12 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Asmat. 
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